BUPFATI NATUNA

NEFUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 0N TAMUN Jou

TENTANG

PEMBENTUKAN SEXOLAM NEGERI!
DILINOXUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011

BUPATI NATUNA,

Menimbang & bahwa untuk menambah days tampung peserts didik dan

meningkatkan mutu pendidikan, dipandang peru membuka
Sekolah Taman Kanak-Kenak (TK), Sekolsh Menengsh
Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (S8MA) dan Sekoteh
Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhl persyaretan
panegedan untuk tahun pelajaran 2011/2012;

b.bmmmummmm

dalam huruf a di aws periu ditetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Sekolah  Neger dlingkurgan
Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2011:

© 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 ternang
WWWMWM

Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4237);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Deersh
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 T
. dm1mil-'
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6. Peratuwran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Dserah Propinsi dsn Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomar 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
indonesia Nomor : 035A/1997 tentang perubahan
Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata

Kerja SMU;

8. mmmmumwmmm
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 080///2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2008
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN:

w Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna Tahun 2011;

Pembentukan Sebagaimana dimaksud pada dikium kesatu
terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Menengah
Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri pada Tahwun 2011 dalam
wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana yang tercantum
pada Lampiran keputusan ini;

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna
melaksanakan ketentuan Diktum Kedua sesuai dengan

Kewenangannya;
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
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KELIMA . Keputusan ini mulal bertaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan dilakukan perubshan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 99- Juli- 2011

7
B,

Tembusan disampalkan Kepada Yt .

1. Menter Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;

2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta,

4. inspeitorst Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;

5. Direkiur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarts;

6. Kepais Badan Penelitian dan Pengembangen Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional di Jekarta

7. Kepails Biro, Direktur, Kepais pusat dan inspektur dalam iingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
di Jakarta;

8. Gubermuw Kepsia Desrsh Provinsi Kepuiauen Risu di Tanjung Pinang;

9. Kepaia Dinas Pendidikan Provinsi Kepulsuan Rigu di Tanjung Pinang:

10. Kepsia Badan Kepegawaian Negara / Kepais Kantor Regional IV di Medan;

11. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

12. Direiktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;

13 Kepaia Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;

14. Kepala UPD Se- Kabupaien Nalune.
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